Menimbang

BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 1! TAHUN 2016
TENTANG

HAWASAN TANPA ROHKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN, L

: a.bahwa rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang
dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat
kerehatan manusia; !

b.bahwa asap rokok tidok hanya membahavakan kesehatan
perokok aktifl tetepi juga menimbulkan pencemaran udara
yang membahayakan kesehatan orang lain;

c. bahwa Pasal 115 ayat (2] Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008 tentang HKeschatan mewnjibkan Pemerintah Daerah A
untuk mewujudkon kawasan tanpa rokok; -

d_bahwa Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012
Lentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Aﬁil{t'it'
Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan mewhjibkan
Pemerintah Daerah untuk menetapkan Kawssan Tanpa Rokok
di wilayahnya dengan Peraturan Daerah.

e. bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/1/2011 duan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesta Nomor 7 Tahun
2011 tentang Pedoman Pelaksanssn Kawasan Tanpa Rokok,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawnsan Tanpa

l Rokolk:

[, bahwa berdasarken pertimbangan scbagaimana dimaksud
daltam huruf a, haraf b, hurut ¢, huruf d, dan huruf ¢ periu
menetapkan  Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpé
Rokok. .
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Mengingat : 1. Pasal 18 avat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. ‘Undang-Undang Nomer Ag Tahun 1959 teniang

Pembentukan Daerah Tingkat 11 dan Kotapraja di Sumatera

Splatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nemor 73,

Tambahan Lembaran Negara RI Nnmnrl 1821}

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
[Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2009  Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S0631

! 4. Updang-Undang Nomor < 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Dacran.jLembaran Negara Republik Indonesis
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587}, sehagsu'manﬁ telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor =
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 lentang Pemerintahan Daerah
(Lermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S05T);

& Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Penpamanan Rokok Bag Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Womor 36, Tambahan
Lembaran Negara Repulblik Indonesia Nomor 4276);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pengamanan
Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk
Tembakau Terhadap Kesenatan jLembaran Negara Republik
indeonesia Tahun 2012 Womor 278, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 53801;
7. Perataran Bersamad Menten ¥eschatan Momor
188/ MENKES PB/1/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor
7 ‘farun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan
. Tanpa Rokok;
i 8. Kepumusan Menterd " Kesehatan
Numﬂr:lEIfMENKEE."EH,."IIJFEUI:H- Tahur 2004 tentlang
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Sistim Kesehainn Nasionol,

9. Peraturan Bersams Menteri Dalam Negeri dan Mented
Kesehatan Namor 34 Tahun 2005, Nomor
1138/ Menkes/PB/VIII/2005  tenlang Penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Schat;

10, Peraturan !I]Eu:f:l.lh Kabupaten Musi Baryuasin Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Habupatén Musi Banyuasin
{(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 33l

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menetapkan

Dan .
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOH.

BAE I
RETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wusi
Banyuasin, .
Bupat adalah Bupati Musi B«EIEI]-"L'IE.EL!'.I

4 Dewan Perwakilan Eakyat Daersh yang selanjutnya d:eh:bl.zl
OPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah Kabupaten
Hus! Banyuasin,

5 Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk
peruty ateu bentuk lemnya vang dihasilkan dar tBEnaman
Micotiang tobacum, Nicotiane rustica dan spesies lainnya
atau sinietisnya yang mengandung nikohn, tar oan zat
adiktil dengan atau lanpa bahan tambahan.

6. Merokok adalah kegiaimn membakar dan/atau menghisap

rokik.
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7. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanfutnya disingkat KTR,

adalah ruangan atau anca yung dinyatakan dilarang urntuk
kegiatan merokok mlau kegiatan memproduksi, menjual,

mengiklankan, dan/ ztau m:mpmmusikﬂn pru-dukl

tembaliau,

8, Fasilitas pelayanan ]-u:saha.tm't adalah tempat Yang

digunakan untuk menvelenggarakan upaya pelayanan
kesehatan, baik promotif, preventf, kuratl maupun
rehabilitati§l vang, dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah
dacrah, dan/atnu masyarakat.

G, Tempat proses belajar mengajar adalah  tempat

berlangsungnys kegiatan belajar mengajar atau pendidikan
dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tngel,
tempat khursusTPA/TPSC, termasuk ruang perpustakaan,
ruang prakick atau lahoratorium, museum dan sejenisnya.

10, Tempat Toadah adalah sarana untuk melaksanakan
kegiatan kaa.g.umaan seperti mesjid, mushalla, gereja kapel, -
pura, wihara, I:Icnt:ngdnn ternpat ibadah lainnya.

11, Tempat anak bermain adalah tempal yang d:pmmtuhkan
untuk kegiatan anak-anak seperti tempatl penitipan &nak,
tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan
fpinnya.

12, Anglkutan umum adalah alat anglutan bagi masyarakat
yang dapat berupa kendaraan daral, air dan udara.

13. Tempat Kerja adalah fiap ruangan atau lapangan, tertutup
atay terbuka, bergerak atau telap dimana tenaga .k&rj,&
bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk
keperluan suaryg usaha }rang meliputl instansi pemerintah
baik sipil maupun TNI dan PCI'LRJ ingtansi swasts.

14. Tempat wmum adalah sarana yang dapat digunakan oleh
seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.

15. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungiawab adalah
SeEEOTANE YaAng mempunyal tugas dan WeWEeMHAnNg sn:l:;ag.ai
pimpinan dan /atau penanggungjawab atas sebuah w.:m'pi;.t
atay ruangan kegiatan.

Dipindai dengan CamScanner

L-
|




[

16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
SKPD adalah Unit Kerja Pemerintash Daerah yang

mempunyal tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok Berasaskan:

a. ]";r.pr.ntingm kualitas keschatan manusia

b. Kemanfaaten wmuam

¢ Keterpaduan

d. Keserasian

e. Kelestarian dan berkelanjutan

{. Partisipani

g. Heseimbangan antara hak dan kewajiban

h. Keadilan

i. Perlindungan hukum

j. Keterbukaan dan peran serta ; dan . .

k. Akuntabilitas . 5 (2 o=

Pasal 3 : _ e .'

Penetapan Perataran Dasrah ind berbajuan anbai

a. memberikan Pedoman kepada Pemerintah Daerah untuk
menentukan kawasan tanpa asap rokok;

b, menekan angks’ pertumbuhan perokok pemuls dan
membudavakan keblasaan hidup sehat; dan

¢, melindungl  keschatan masyarakat secara  umum. dari
dampak buruk merokok baik secara langsung maupun tidak
lar gaLIne,

Pazal &

Prinsip perrerapan KTR adalai: '. : i

4. 100% Kawasan Tanpas Rokok; :

b, tidak ada raang merokok di tempat vmum)tempat kea
eriatap dan '

¢, pemaparan Aasap rokok pada crang lain melalui kegiatan
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merokok, atau tindakan mengliinkan dan/atau membiarkan

orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

BAE I1
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

Hawasan Tanpa Rokolk meliputi: T :
a. fasilitas pelayanan kesehatan; - "~
b. tempat proses belajar mengajar; . :

c, lempat anak bermain,

d. tempat ibadah;

"

angkutan wmurr;
fasilitas alahraga;
tempat Kerjg; dan

e

tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

jseperti:  Hotel, Reswran, Rumah makan, Jasa boga,

Terminal, Pelabuhan, Pasar, Pusat perbelanjaan,

Minimarket, Supermarket, Departement Store,

Hypermarket, Mall, Plazs, Pertokoan, Bioskop, tempat

Wisata, Stasiun, Sarana Olahrags; :in.n tempat Umum

lainnyal.

Pazal &

(1] Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 huruf a, hurul b, huruf ¢, huruf d, dan hurof e merupakan
kawasan yang bebas dari msap rokek hingga batas pagar
terluar atau dengan batas lainnya vang ditentulean;

j2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal [

5 huruf  dan huruf g merupakan kawasan yang bebas dar]

asap rokok hingga batas Kucuran air dari atap paling luar; _ e

[3) Kawasan Tanpa Ruk:}l-: sebapmmana dimaksud dalam Pasal
5 huri g dan humf h wajib menyediakan tempat k’]'.I.LLEUb

untuk merokek; . |
(4] Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada g ]

avat [3) harus memenuhi persyaratan | .

. merupakan ruang Terbula atau ruang yang hnrhuhunggn

g m—— =

e
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langsung dengan udara luar schingga udara dapat
bersirkulas) dengan baik; )

b. terpisah  dard pedung /tempat/ruangan utama dan
ruangan lain yang digunakan untuk beraktifitas;

c. jauh dari pintu masuk dan pintu keluar; dan

d. jauh dari tempat orang berlalu lalang,

BAB IIT
HEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagain Kesatu
Hewajiban

Pasal 7

(1] Setfap Pemeelely, Mmpiter daradsy Fermamggung Jawald
KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, huraf b,
‘hurul ¢, hurut &, hural e, hurul 1, dan hurut g wajib untuk
a. melakukan pengawasan internal pada pada tempat
dan /atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;

b. melarang setiap perokok di KTR di wilayah yang _mcnjﬂdj
tanggung jawabnya;

e, meniadakan asbak atau  ssjenisnya pada  tempat
dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan

d. memasang tanda-tanda dilarang merokok  sesuai :
persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-
tempat yang dipandang perlu dan mudah Aerbaca
dan/atau didengar baik, : ; -

(2| Bentuk dan besaran tanda-tanda dilarang merokok
sebagaimana dimaksud dalam  ayat (1) hucdf o,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagain Kedoa
Larnngan

Pasal B

(2] Setiap grang/ hadan dilarang mu:mpmmus..':kan_ .
mengikfanfan, menjual, dan/atau membeli rakok di KTR:
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mengiklankan, menjual, dan/atan membeli rokok di KTR:

(3] Larangan menjual dan membeli scbagaimana dimaksud
pada ayat (2] dikecualikan untuk tempat umum yvang
memiliki ijin untuk menjual rokol:

(4] Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak
berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan

produksi Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa
Rokok.

BAB IV |
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

(1} Masyarakat dapat berperan serta aktil dalam mewujudkan
KTR; |
(2} Peran serta masyarakat scbagaimana dimaksud ayat (1),
dapat berbentuk:
a. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan serta
penvebariuasan data dan/atau informasi dampak rokolk
bagi kesehatan.

Pasal 10

(1) Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan
penyuluhan dampak rokok bagi keschatan kepada keluarga
dan/ atau lingkungannya;

(2) Setiap warga masyarakat berkewajiban ilkut  serta
memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat
dan bersih serta bebas dari asap rokok.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 11

(1} Bupati berwenang melakukan pembinann sehuruh KTR di
wilayahnya.

[ 4

i !
Dipindai dengan CamScanner



e

{5}

(2) Bupati  dapat melimpahkan kewenangan pembinaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD yang ;

mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuni dengan témpat o o

vang dinyatakan sebagai KTR. '
(3] SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat {3) terdiri dari:

d@. BKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang
keschatan melakukan pembingan terhadap KTR fasilitas
pelayanan keschatan;

SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang
pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan
terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dE.I'I. tempat
anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;

SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang
kescjahteraan rakyat melakukan pembinaan terhadap e
KTR tempat ibadah: '

d. SKPD vang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan

melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum; -

e. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga
melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas alahraga;

f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang
ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR tempat
fena;

g. SKPD wyang tugas pokok dan fungsinya di @ bidang
pariwisata dan bidang perhubungan melakukan
pembinaan KTR empat umum; dan

h. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban
umum melakukan pembinaan seluruh KTR. _

[4) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud  pada ayat (1) s
dileoordinasikan oleh Selkretaris Daerah,

Pasal 12

{1) Pembinaan pelaksanaan KTR dalam rangka pengembangan
kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

(2] Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh SKPD
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat {4) sesuai
bidang tugasnys dan/atan wewenangnya di @ bawah
koordinasi Dinas Kesehatan,
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Pasal 13

Pembinaan pelaksanann rokolk di KTR, berupa:

a. lasilitasi
b. bimbingan dan/atay penyuluhan;
c. pemberdayaan masyarakat: dan -

menyiapkan petunjuk teknis.
Pagal 14

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat =

dilakukan oleh : '

a. masing-masing SKPD dengan melaksanakan berbagai
kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan
KTR; _

b. bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga
dan/atau organisasi kemasyarakatan; .

c. Bupati dapat memberikan penghargaan kepada orang atau
badan wyang telah berjasa ddlam rangka memotivasi 3 _
membantu pelaksanaan KTR. ! i3

Bagian Kedun
Peogawnsan !

Pasal 15

Perangkat Daernh bersama-sama masyarakat dan/atan |
badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyakatan,
melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

Paeal 16

{1} Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mi‘a'm]:urg:.r.m
tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang
dinyatakan sebagai KTR;

(2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin dari:

a. SKPD yang UUgas pokok dan fungsinya di bidang
kesehatan melakukan pengawasan, terhadap KTR fasilitas

pelayanan kesshatan:
b, SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang
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pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan
terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat
anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak; i/

c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang
kesejahteraan rakyat melakukan pengawasan terhadap
KTR tempat ibadak; :

d. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan ¢
melakukan pengawasan terhadap KTR anghkutan umum. :

e, SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga
melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas clahragai

. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bid.a.n.g
ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR tempat
kerja,

g. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bhidang
pariwisata dan  bidang perhubungan melakukan
pengawasan KTR tempat umum;

h. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban
umum melakukan pengawasan seluruh KTR; dn

i, Bupati melakukan p:ng;awasa.n geluruh  KTR d:
wilayahnya.

(3) Hasil pengawasan scbagaimana dimaksud p-ada ayat (1),

wajib dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan

tugas dan fungsi masing- masing kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah setiap | (satu) bulan sekali.

Pasul 17

(1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib
melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR :.ran,g'.l menjadi
tanggung jewabnya;

[Z) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung Ja.wnb K‘[FR harus
melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagairmana
dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terleait u-:lilpir 1 [a‘:_lm]
bulan sekali.

FPasal 18

(1] Dinaz Kesehatan dan Satpol PP berkoordinasi dengan SKPD
lnipnya wajib melokukan inspeksi dan pengawasan ke
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seluruh gedung di wilayah kerjonya; dan
(2) Dinas Kesehatan selanjutnya melaporkan hasil inspeksi dan
pengawasan kepada Bupati,

Pasal 19

Pelaksanan pengawasan dan inspcksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 dan Pasal 18 harus mengacu pada formulir atau
lembar pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
sebagai bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

ini,
Pasal 20

Dalam hal penegakan hukum, Dinas Kesehatan, Satpal PP dan
SKPD lainnya meclakukan Operasi Tindak Pidana Ringan
[Operasi Tipiring) minimal 1 kali dalam satu bulan.

Bagian Ketiga
Koordinasi

Pasal 21

Bupati melakukan koordinesi :}engnn Camat terhadap
pelaksanaan KTR.

Pasal 22

Bupati meclakukan koordinesi dengan  seluruh  lembaga
pemerintah maupun non-pemerintah.

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 23

H |
(1} Penyidik Pepawai Negeri Sipil di linghungan Pemerintah
Kabupaten berwenang melabukon p:en}ri.d.iknn ‘terhadap
tindak pidana pelanggaran Peraturan Dacrah ini,
(2} Penyidilke sebopaimans dimalesud pada ayat (1) dalam

melaksanakan tugns mempunyal Wwewenang :

a. menerima  laporan  atau  pengaduan darl sescorang il
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mengenai  adanya  tindak pidana  atas

pelanggaran
Peraturan Daerah;

b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksann di tempat
kejadian;

¢ menyuroh  berhenti scseorang dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka;
d. melakukan penyitaan benda atau surat;
€. mengambil sidik jari dan memaotret sescorang; -
{. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa scbagai
tersangka atau saksi; _ ;
g- mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya . 7 3
dengan pemeriksaan perkars; ' R 5
h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat
petunjuk dari penyidik POLR] bahwa tidak terdapat
cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan
tindak pidana dan selanjutnya melalii penyidik
memberitahukan ha! tersebut kepada penuntut umum,
ersanghka atau keluarganya;
i. mengadakan tindaken lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawablean.
(3] Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1], tidak
berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.,
{4} Penyidik Pepawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
a. pemeriksaan tersangha;
b, memasuki rumah danfatau tempat tertutup lainoya;
e. penyitaan barang
d. pemeriksaan saksi;
¢. pemeriksaan di tempat kejadian;
f. pengambilan sidik jari dan pemotretan. -

BAB VII
I
SANHBI ADMINISTRATIF

Pasal 24

(1) Pimpinan atsua penanggung jawab KTR dapat dikenskan
sanksi berupa:
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peringatan tertulis;
paksaaan pemerintahan;
uang palksa; dan/atau
d. pencabutan izin.

i
b.
C

{2) Tata cara pemberian Sanksi Administratif di KTR:

a. Bupati dan/atau Kepala SKPD terkait memberikan
peringatan tertulis kepada Pimpinan atau penanggung
jawab KTR. _

b. apabila dalam waktu 1 (satu] bulan sejak peringatan
tertulis diberikan, pimpinan atau penanggungjawab KTR |
belum memenuhi ketentuan u:hagn.imn.tl:n:ann:lm ;
dalam peringatan  tertulis, maka ke_pac]_a
pimpinan/penanggungjawab kawasan dimalksud .
diberikan sanksi berupa pal::mnn pemerintahan atau Rt
uang paksa atau pencabutan izin.

(3] Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurut‘ b
diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

BAB VIII
SANKSI PIDAKA

Pasal 25

(1) Setiap orang yang merokok di T.nmi:at atau area yang
dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling
tama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp. 50.000,-
(lima puluh ribu rupiah); \

(2) Sctiap orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan,
menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau ima yang
dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7
ftujuh) hari atau denda paling banyak Rp.1.000.000,- (satu
juta rupiah);

(3) Sctiap pengelola KTR yang tidak melakukan pengawasan
internal, membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan
asbak atau sejenisnya, dan tidak memasang 'LBJ:!‘ldﬂ-ta.ndn
dilarang merckek di tcmpat atau area yang dinyatakan
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sebagai TR svbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hurul a,
baraf B, huruf ¢, dan huruf d, dipidana dengan pidand
penjani paling lama 13 (ima b:]aﬂ_J hari atau denda paling
banvak Rp. 10.000.000,- {sepuluh juta rupiah);

{4} Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
{2} dan ayat {3) adalah pelanggaran.

BAR IX
HETENTUAN PENUTUF
Pasal 26
Prraturan Dasrgh ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar  sctinp  orang mengetahuinya,  memerintahkan

pengundangan Feraturan Daeran ini dengan penempataniysd

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

:I:.‘utcmp'#an di: Selayu
I s 8 rpgamiber 2016
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